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TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS PENGHIMPUN DAN PENGENTRI DATA KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Perlu Menetapkan Peraturan Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kebijakan
Pengembangan Kabupaten Layak Anak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Petugas
Pénghimpun dan Pengentri Data Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2018.

Mongapat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jis
Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran
-Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negarz (Lemberan Negara Repubilik indonesia Tahun 2003
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4768);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Pembentukan Petugas Penghimpun dan Pengentrian Data
Kabupaten Layak Anak untuk Dinas Sosial, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2018,
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud
diktum SATU bertanggung jawab menyampaikan laporan
kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

Segala biaya yang ditimbulkan akibat terbitnya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
pada Kegiatan Pembinaan Nagari Layak Anak.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal = Maret 2018

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan
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EMIRDA ZISWATI, S.E, M.M
NIP. 19651111 199003 2 006




LAMPIRAN : KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
PESISIR SELATAN.
NOMOR 460/ /DSPPrPA-PS/2018
TANGGAL MARET 2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHIMPUN DAN
PENGENTRI DATA KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2018
NO NAMA/NIP JABATAN KEPANITIAAN
= EVA SUSANTI, SIP Kabid Pemberdayaan Ketua
NIP. 19721116 200501 2 002 Perempuan dan Perlindungan
Anak pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
2. MARFEN ROSADI, ST Kasi Pemenuhan Hak dan Wakil Ketua
NIP. 19720307 200801 1 010 Perlindungan Anak pada Dinas
Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
3. YULIA NOFITA, SE Kasi Data dan Informasi pada Anggota
NIP. 19781124 200701 2 004 Dinas Sosial, Pemberdayaan
> Perempuan dan Perlindungan
Anak
4. DESRI LAKSMIDARTI, S.Pt Kasi Peningkatan Kualitas Anggota
NIP. 19731224 200802 2 006 Hidup dan Pemberdayaan
Perempuan pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak v
3. SRI RAHMAYUNINSIH, SIP Staf pada Dinas Sosial Anggota
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PESISIR SELATAN
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